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ABSTRAK 
Seorang pemimpin akan menampilkan perilaku tertentu yang selalu dihubungkan dengan tiga 
faktor yaitu pengarahan, pengambilan keputusan, dan motivasi guna meningkatkan kinerja 
pegawainya.  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepemimpinan 
terhadap bawahan dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Pendidikan 
Dan Pelatihan Kabupaten Merauke. Penelitian ini menggunakan responden yang terdiri dari 
pegawai Badan Kepegawaian Kabupaten Merauke. Metode yang digunakan adalah metode analisa 
kuantitatif yaitu dengan menggunakan analisis statistik atau uji korelasi dan koefisien deteminasi. 
Hasil yang diperoleh adalah bahwa kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada 
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Merauke.   
Kata kunci : kepemimpinan, kinerja, dan pegawai    
 
PENDAHULUAN 
Didalam suatu organisasi atau unit usaha baik itu formal atau informal, 
membutuhkan seorang pemimpin yang dapat memberikan semangat kepada 
bawahannya untuk senantiasa produktif sebab keberadaan seorang pemimpin 
dalam suatu organisasi dirasakan sangat mutlak sekali untuk menjadi nahkoda 
bagi para bawahannya. 
Kepemimpinan seorang manajer akan mampu membedakan karakteristik 
suatu organisasi lain. Kepemimpinan yang dinamis dan efektif merupakan sumber 
daya yang paling pokok yang sulit dijumpai, oleh karena itu semua pemimpin 
harus memahami teori kepemimpinan dengan mengetahui bakat atau potensi yang 
dimiliki oleh para bawahannya ataupun yang dimiliki oleh dirinya sendiri. 
Pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang mampu 
membangkitkan semangat kerja dan menanamkan rasa percaya diri serta tanggung 
jawab pada bawahan untuk melaksanakan tugas – tugas penuh tanggung jawab 
guna mencapai produktivitas organisasi,. Hal ini adanya tuntuntan organisasi 
bahwa pemimpin dapat memprioritaskan kepemimpinannya yang berorientasi 
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pada tugas dan hubungan antar manusia yang bertujuan untuk meningkatkan 
kematangan bawahan. 
Kepemimpinan atau dalam bahasa inggris “leadership” merupakan kata 
kunci dalam melihat berhasil atau tidaknya sebuah organisasi. Hersey dan 
Blanchard (1992 : 98) menyatakan bahwa “organisasi yang berhasil memiliki ciri 
utama yang membedakannya dengan organisasi yang tidak berhasil, yaitu 
kepemimpinan yang dinamis dan efektif”. Sehingga kepemimpinan dianggap 
sebagai “inti dari pada menajemen” (Siagian,1997c : 36). 
Kepemimpinan dapat dirumuskan menjadi berbagai pengertian, tergantung 
dari sudut pandang untuk mendekatinya, artinya berbeda sudut pandang maka 
berbeda pula pengertian kepemimpinan. Stogdill dalam stoner, dkk (1996 : 161) 
mengemukakan, “terdapat defenisi mengenai kepemimpinan yang berbeda, 
hampir banyak orang berusaha mendefinisikan konsep tersebut. Kepemimpinan 
didefinisikan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi aktifitas yang 
berkaitan dengan tugas dari anggota kelompok”. 
Menurut Wahjosumidjo (1992 : 12) ada tiga pendekatan studi 
kepemimpinan yang sedikit banyak telah menimbilkan keragaman pengertian 
kepemimpinan yaitu: 
Pertama, studi kepemimpinan yang mencoba mengadakan identifikasi 
berbagai sifat para pemimpin, yakni dalam usaha menjawab pertanyaan 
How one becomes a leader. Kedua, studi kepemimpinan yang menekankan 
kepada berbagai perilaku pemimpin, yaitu untuk memberikan jawaban atas 
pertanyaan How leader behave. Ketiga, studi kepemimpinan yang disebut 
pendekatan kontingensi, yaitu suatu studi kepemimpinan yang hakikatnya 
berusaha untuk memenuhi jawaban atas pertanyaan What makes the 
leaders effective. 
 
Dari hal diatas terlihat bahwa kepemimpinan adalah sesuatu yang melekat 
pada diri pemimpin, aktifitas pemimpin dalam mempengaruhi pengikutnya, dan 
hubungan ketergantungan antara pemimpin, pengikut dan situasional. 
Selanjutnya  kinerja merupakan perwujudan dan hasil kerja atau karya dari 
seseorang anggota organisasi yang pada gilirannya akan menentukan keseluruhan 
diri keberhasilan organisasi. Sehingga dapat pula dikatakan bahwa tercapai atau 
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tidaknya tujuan organisasi terutama ditentukan oleh anggota organisasi, baik 
secara kualitas maupun kuantitas. 
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) dalam 
Sedarmayanti (1995 : 52) mengemukakan bahwa “performance diterjemakan 
menjadi kinerja, juga berarti prestasi kerja, pencapaian kerja, atau hasil 
kerja/unjuk kerja/penampilan kerja”. Maka istilah kinerja selalu dikaitkan dengan 
istilah performance, prestasi kerja, pencapaian/unjuk kerja. 
Prawirosentono (1999 : 2) mendefenisikan kinerja dari aspek formal 
adalah “hasil kerja yang dicapai seseorang atau kelompok orang dalam suatu 
organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam 
rangka upaya pencapaian tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak 
melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Secara teknis 
pengertian kinerja dapat dihubungkan dengan standar-standar tertentu. Suprihanto 
(1988 : 7) menjelaskan bahwa Kinerja adalah hasil kerja seseorang pegawai atau 
karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan 
misalnya standar, target atau sasaran, atau criteria, tentunya dalam hal ini 
penilaian tetap mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang 
mempengaruhinya. 
Penilaian kinerja mengacu pada suatu sistim formal dan struktur yang 
digunakan untuk mengukur, menilai sifat – sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, 
perilaku, dan hasil, termasuk tingkat ketidak hadiran, dengan demikian penilaian 
prestasi adalah merupakan hasil kerja karyawan dalam lingkup tanggung 
jawabnya didalam dunia usaha yang berkompetisi secara global. Perusahaan 
memandang kinerja tiap karyawan secara strategis sebagai sarana untuk meraih 
keunggulan kopetitif. Untuk pencapaiannya perusahaan menghubungkan seleksi 
dan program – program pelatihan yang dilakukan secara saksama  dengan kinerja 
yang diharapkan. Penilaian ini dapat digunakan untuk mereview kinerja, peringkat 
kinerja, penilaian karyawan dan sekaligus evaluasi karyawan sehingga dapat 
diketahui mana karyawan yang mampu melaksanakan pekerjaan secara baik, 
efisien, efektif, dan produktif sesuai dengan tujuan perusahaan. 
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Kinerja yang baik sering disebabkan secara internal. Oleh karena itu 
seorang pegawai yang menilai kinerjanya sendiri dengan kategori baik, secara 
individu tentang hasil pekerjaannya dipandang dari sisi kepentingan organisasi. 
Penilaian ini harus dilakukan secara teratur dan terus menerus pada setiap jenjang 
hierarkhi. 
Tujuan penilaian kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan 
kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari organisasi yang ada. Dwiyanto 
(2006:47), mengatakan bahwa penilaian kinerja merupakan sesuatu kegiatan yang 
sangat penting sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai 
misinya.  
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Merauke 
merupakan suatu organisasi pemerintah yang memiliki personil berjumlah 71 
orang yang terdiri dari 46 bagi PNS dan 25 bagi honorer yang melaksanakan tugas 
dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Pemerintahan Daerah, maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 
Kabupaten Merauke merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam 
pelaksanaan tugas pokoknya sehari-hari bertanggung jawab kepada Bupati 
Kabupaten Merauke melalui Sekretaris Daerah. 
Adapun tujuan penelitian ialah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
kepemimpinan terhadap bawahan dalam meningkatkan kinerja pegawai pada 
Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Merauke. 
 
BAHAN DAN METODE 
Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan 
Pelatihan Kabupaten Merauke.  Waktu penelitian adalah selama satu bulan. 
Metode Yang Digunakan 
Adapun metode analisa data yang penulis gunakan adalah metode analisa 
kuantitatif, yaitu metode analisa yang dinyatakan dalam bentuk tabel dan 
kalimat/keterangan. Metode ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua 
variable. 
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Populasi dan Sampel 
Populasi  adalah seluruh staf pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan 
dan Pelatihan Kabupaten Merauke yang berjumlah 71 orang yang terdiri dari, 46 
PNS dan 25 Honorer. Sedangkan yang dijadikan sampel dengan didasarkan pada 
rumus yang di kemukakan oleh Franek Lynch adalah 40 orang pegawai pada 
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Merauke. 
Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui 
kuesioner (bersifat tertutup),  Library research,  dan observasi. 
Cara pengumpulan data primer dilakukan dengan mengajukan kuesioner 
kepada responden. Kuesioner tersebut dikonstruksikan dalam 2 (dua) jenis yang 
meliputi (1) instrumen tentang kepemimpinan  kepala kampung, dan (2) intrumen 
tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Item-item alat pengumpulan 
data yang digunakan dalam kuesioner tersebut adalah model skala Likert . 
Teknik Analisis Data 
Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai  dan memudahkan analisis 
data untuk mengetahui pengaruh dan kontribusi variable bebas (independent) 
yakni kepemimpinan  dengan variable terikat  (dependen) kinerja pegawai maka   





rxy = Koefisiensi korelasi r 
X = Skor dalam distribusi variabel X 
Y = Skor dalam distribusi variabel Y 
N = Banyaknya sampel 
Korelasi r pearson dilambangkan dengan (r) dengan ketentuan nilai tidak 
lebih dari harga (-1 ≤ 𝒓 ≤ +𝟏). Apabila nilai r = -1 artinya korelasinya negative 
    
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sempurna; r = 0 artinya tidak ada korelasi; dan r = 1 berarti korelasi positif. 
Sedangkan arti harga r akan dikonsultasikan dengan table interpretasi nilai r 
sebagai berikut : 
Tabel 1 : Pedoman   Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r 
 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,80 – 1,000 Sangat Kuat 
0,60 – 0,799 Kuat 
0,40 – 0,599 Cukup Kuat 
0,20 – 0,399 Rendah 
0,00 – 0,199 Sangat Rendah 
 
Untuk  menyatakan besar kecilnya sumbangan variable kepemimpinan   
(X) terhadap Variabel kinerja pegawai  (Y)  dapat ditentukan dengan  rumus 
koefisien diterminan sebagai berikut :  
KP = r
2 
 x 100% 
Selanjutnya untuk menguji signifikansi koefisien korelasi  kepemimpinan  
terhadap kinerja pegawai, maka hasil korelasi r pearson kemudian diuji dengan uji 









thitung = nilai t 
r = nilai koefisien korelasi 
n = jumlah sampel 
Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 
Kepemimpinan merupakan suatu cara yang dapat mempengaruhi 
sekelompok orang atau bawahan untuk bekerja sama pada suatu organisasi 
pemerintah untuk mencapai tujuan sedangkan kinerja pegawai perwujudan dan 
Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial                             




hasil kerja atau karya dari seseorang anggota organisasi yang pada gilirannya akan 
menentukan keseluruhan diri keberhasilan organisasi. 
Dari uraian tersebut diatas secara sistematis kerangka pikiran dapat  
digambarkan dengan paradigma penelitian sebagai berikut : 




Berdasarkan kerangka pemikiran diatas hipotesis konseptual penelitian dapat 
dirumuskan sebagai berikut :  
- Hipotesis Nol ( Ho ) 
Tidak adanya pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan    terhadap 
kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 
Kabupaten Merauke  
-    Hipotesis Alternatif ( Ha ) 
Adanya pengaruh yang signifikan antara antara kepemimpinan    terhadap 
kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 
Kabupaten Merauke  
 
HASIL PENELITIAN 
Gambaran Umum Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten 
Merauke 
Dalam sistem kepegawaian secara nasional yang diatur dalam Undang-
Undang Otonomi Daerah tahun 2006 tentang Pemerintah Daerah, Pegawai Negeri 
Sipil memiliki posisi penting untuk menyelenggarakan pemerintahan dan 
difungsikan sebagai alat pemersatu bangsa. Sejalan dengan kebijakan 
desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka ada sebagian 
kewenangan di bidang kepegawaian untuk diserahkan kepada daerah yang 
dikelola dalam sistem kepegawaian daerah. Kepegawaian Daerah adalah suatu 
sistem dan prosedur yang diatur dalam peraruran perundang-undangan sekurang-
kurangnya meliputi perencanaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, 
Variabel bebas  (X) 
Kepemimpinan  
Variabel terikat  (Y) 
Kinerja pegawai 
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pendidikan dan pelatihan, penggajian, pemberhentian, pensiun, pembinaan, 
kedudukan, hak, kewajiban, tanggung jawab, larangan, sanksi, dan penghargaan 
merupakan sub-sistem dari sistem kepegawaian secara nasional. Dengan demikian 
kepegawaian daerah merupakan satu kesatuan jaringan birokrasi dalam 
kepegawaian nasional. 
Dalam penempatan pegawai untuk mengisi jabatan dengan kualifikasi 
umum sudah menjadi kewenangan dari masing-masing tingkatan pemerintahan 
yang sesuai dengan undang-undang, sedangkan untuk pengisi jabatan tertentu 
yang merupakan kualifikasi khusus seperti tenaga ahli dibidang tertentu yang 
memiliki pengalaman kerja pada Kabupaten atau Kota, agar Pembina 
kepegawaian tingkat Propinsi dan atau Pemerintah dapat memberikan fasilitas. 
Hal ini dalam rangaka melakukan pemerataan tenaga-tenaga pegawai tertentu dan 
penempatan pegawai yang tepat serta sesuai dengan kialifikasi jabatan yang 
diperlukan di seluruh daerah.    
Gaji dan tunjangan PNS Daerah disediakan dengan menggunakan dana 
alokasi dasar yang ditetapkan secara nasional, merupakan bagian dalam Dana 
Alokasih Umum (DAU) yang dinyatakan secara tegas. Hal ini dimaksudkan untuk 
lebih mempermudah apabila terjadi mutasi pegawai antara daerah atau ke daerah 
lain, dan atau sebaliknya serta untuk menjamin kepastian penghasilan yang berhak 
diterima oleh setiap pegawai. 
 Pemberhentian pegawai negeri sipil daerah pada prinsipnya menjadi 
kewenangan Presiden, namun mengingat bahwa jumlah pegawai sangat besar 
maka agar terciptanya efisien dan efektivitas maka sebagai kewenangan tersebut 
diserahkan kepada Pembina kepegawaian daerah. 
Tugas Pokok dan Fungsi 
Badan kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Merauke adalah 
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat 
spesifik dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang meliputi : 
- Mutasi Pegawai bertanggung jawab mengurus mutasi PNS, KP (kerja 
pegawai negri sipil).  
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-  Pendidikan dan Pelatihan, bertanggung jawab mengrus dikalat 
prajabatan,diklat penjenjangan, dan kediklatan. 
-  Pengembangan Sumber Daya Aparatur, bertanggung jawab mengrus tugas 
belajar PNS, data pegawai Kabupaten Merauke, dan diklat pimpinan III/IV. 
-  Formasi Pembinaan, bertanggung jawab mengurus penerimaan pegawai 
baru/ CPNS (calon pegawai negri sipil), pension PNS dan pemberhentian. 
-  Bagian umum, bertanggung jawab mengurus keuanga, dan urusan 
administrasi kantor. 
Selanjutnya yang menjadi fungsi dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan 
Pelatihan Kabupaten Merauke   sebagai berikut :Perumusan kebijakan teknis 
sesuai dengan lingkup tugasnya; Pemberian dukungan atas penyelenggaraan 
pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; Pembinaan dan 
pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; Pelayanan teknis 
administratif; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 
lingkup tugas dan fungsinya. 
Dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, sesuai 
dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, 
maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Merauke 
merupakan daerah yang dalam pelaksanaan tugas pokoknya sehari - hari 
bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Merauke melalui Sekretaris Daerah. 
Dengan ditetapkan peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 12 
Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja lembaga teknis daerah Kabupaten 
Merauke. Maka struktur organisasi dari badan kepegawaian pendidikan dan 
pelatihan  kabupaten kota diatur  dalam peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2008 
tanggal 21 oktober 2008 dalam pasal 26 yaitu : 
a. Kepala Badan 
b. Sekretariat 
c. Bidang Mutasi Pegawai 
d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan 
e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur 
f. Bidang Formasi Pembinaan dan Pemberhentian 
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g. Unit Pelaksanaan Teknis Badan 
h. Unsur Jabatan Fungsional 
1) Sekretariat, terdiri dari : 
a) Sub Bagian Program dan Evaluasi 
b) Sub Bagian Keuangan 
c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
2) Bidang Mutasi Pegawai, terdiri dari : 
a) Sub Bidang Struktural 
b) Sub Bidang Fungsional 
3) Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari : 
a) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural 
b) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional 
4) Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur, terdiri dari : 
a) Sub Bidang Penjenjangan dan Pembinaan Karir 
b) Sub Bidang Data Kepegawaian 
5) Bidang Formasi Pembinaan dan Pemberhentian 
a) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai 




Untuk mengukur tingkat korelasi (rxy) antara dua variabel, maka 
digunakan teknik Korelasi Produkt Moment dengan rumus sebagai berikut: 
 
rxy = 
𝑁. 𝑥𝑦−   𝑥 ( 𝑦)










rxy = 0,666 
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Berdasarkan hasil perhitugan koefision korelasi (𝑟𝑥𝑦 ) diatas dapat diketahui 
bahwa terdapat pengaruh sebesar 0,666   di interval 0,60 – 0,799  berada pada 
kategori kuat yakni pengaruh kepemimpinan  terhadap kinerja pegawai pada 
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Merauke. 
Apakah koefisiensi korelasi hasil perhitungan tersebut signifikan (dapat 
digeneralisasikan) atau tidak, maka perlu dibandingkan dengan harga r tabel yang 
ternyata harga r hitung lebih besar dari harga r tabel  atau r hitung > r tabel (0.666 > 
0.207) pada taraf kepercayaan 95% sehingga Ho ditolak sedangkan Ha diterima 
yang berarti ada pengaruh yang positif antara kepemimpinan   dengan kinerja 
pegawai. 
Uji Determinasi 
 Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh atau peranan variable X 
kepemimpinan terhadap variable Y Kinerja Pegawai maka dihitung koefisien 
determinasi : 
R=  r² x 100% 
R=  0,666² x 100% 
 R= 44,35% 
Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai adalah sebesar 44,35% 




Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, diperoleh kesimpulan 
bahwa  kepemimpinan berpengaruh kepada kinerja pegawai pada Badan 
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Merauke dengan hasil 
perhitungan rxy = 0,666. 
Mengacu kepada hasil penelitian dan untuk meningkatkan lagi faktor 
kepemimpinan guna peningkatan kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian 
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Merauke, maka peneliti memberikan 
masukan berupa saran yang membangun sebagai berikut: Penerapan 
kepemimpinan dalam kaitannya dengan peningkatan kinerja pegawai dalam  tetap 
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harus dipertahankan atau boleh ditingkatkan lagi serta perlu mengutamakan 
kerjasama dalam tim untuk pencapaian visi dan misi pembangunan kampung yang 
lebih baik.  
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